ABSTRAK

Pariwisata adalah sektor yang sangat penting Berperan dalam
pembangunan dan pembangunan suatu daerah. memberikan kontribusi terhadap
pendapatan suatu daerah, dan Untuk masyarakat. Sedangkan Ekowisata
merupakan salah satu jenis pengelolaan pariwisata yang berbasis pada
kelestarian dan perlindungan, karena peningkatan permintaan terhadap wisata
alam menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya alam. Kesalahan fatal
yang sering diabaikannya daya tampung wisatawan suatu daerah. hal ini akan
berdampak pada keberlanjutan sumber daya daerah sebagai daya tarik wisata.
Maka diperlukannya analisis terhadap peraturan undang-undang tentang wisata
seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Ripparkab Bangkalan 2020-2035.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Undang-
undang.

Hasil Penelitian ini Kesesuaian Pada Pengaturan Pengelolaan Ekowisata
Bahari oleh Masyarakat Desa pada Pasal 19 ayat (1) UU Tentang Kepariwisataan
dengan Pasal 22 PerDa Nomor 1 Tahun 2020 RipparKab Bangkalan sesuai
dengan pengelolaan pariwisata Ekowisata Bahari oleh masyarakat desa. Serta
Konstruksi Yuridis Agar Masyarakat Desa Dapat Mengelola Usaha Ekowisata
Bahari dengan dilakukannya penetapan desa wisata dengan PerDa Nomor 1
Tahun 2020 RipparKab Bangkalan dalam melaksanakan partisipasi dalam
pengelolaan ekowisata pada masyarakat desa, Mendapatkan kejelasan dalam
kewenangan ini dengan pemberdayaan pengenalan pariwisata kepada Masyarakat
Desa setempat.diperlukannya peraturan bupati guna mendapatkan surat keputusan
dari Bupati untuk penetapan Desa wisata.
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ABSTRACK

Tourism is a very important sector. It plays a role in the development
and development of an area. contribute to the income of an area, and for the
community. Meanwhile, ecotourism is a type of tourism management based on
conservation and protection, because the increase in demand for natural tourism
causes a decrease in the availability of natural resources. Fatal error that is
often ignored by the tourist capacity of an area. This will have an impact on the
sustainability of regional resources as a tourist attraction. So it is necessary to
analyze the legal regulations regarding tourism such as Law Number 10 of 2009
concerning Tourism with Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning
Ripparkab Bangkalan 2020-2035.

This study uses a normative method with a law approach.

The results of this study are in accordance with the regulation of marine
ecotourism management by village communities in Article 19 paragraph (1) of the
Law on Tourism with Article 22 of Regional Regulation Number 1 of 2020 Rippar
Kab Bangkalan in accordance with the management of marine ecotourism
tourism by rural communities. As well as juridical construction so that village
communities can manage marine ecotourism businesses by establishing a tourist
village with Regional Regulation Number 1 of 2020 Rippar Kab Bangkalan in
implementing participation in ecotourism management in rural communities,
obtaining clarity in this authority by empowering the introduction of tourism to
local village communities. the regent in order to obtain a decree from the regent
for the determination of a tourist village.
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